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Impor Post Border Terhadap Beberapa Komoditas Yang
Dibatasi Impornya

1. Para Kepala KPU Bea dan Cukai
2. Para Kepala KPPBC

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV mengenai

Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Logistik Nasional, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut.

1.

Salah satu kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV mengenai
Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Logistik Nasional adalah
penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor melalui pergeseran pengawasan tata niaga
impor ke post border.

Kebijakan pergeseran pengawasan tata niaga impor ke post border sebagaimana
dimaksud pada angka 1 yaitu dengan menggeser pengawasan barang larangan dan/atau
pembatasan (lartas) yang semula pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC) di pintu masuk (border) menjadi dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga terkait yang pengawasannya dilakukan setelah barang keluar dari
kawasan pabean (post border).

Dengan kebijakan pengawasan tata niaga impor post border, beberapa prinsip yang tetap
melekat pada barang yang diimpor yaitu:

a. tidak menghapuskan persyaratan/perizinan impor;

b. dokumen persyaratan/perizinan tata niaga impor post border tidak menjadi syarat
pada saat proses pengeluaran barang dari kawasan pabean (customs clearance);

c. tidak menghambat penggunaan/pemakaian barang impor;

d. dilakukan pengawasan persyaratan/perizinan tata niaga impor post border setelah
barang keluar dari kawasan pabean oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan
mekanisme analisis data, pemeriksaan sewaktu-waktu (spot check), audit, dan/atau
bentuk pemeriksaan lainnya secara selektif berdasarkan manajemen risiko; dan

e. pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan persyaratan/perizinan tata niaga
impor post border sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan pengawasan tata niaga impor post border
sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal yang per!u
diperhatikan sebagai berikut.

a. Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
S-37/M.EKON/01/2018 tanggal 31 Januari 2018, pelaksanaan kebijakan pengawasan
tata niaga impor post border dimulai sejak tanggal 1 Februari 2018.

b. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan tata niaga impor post border,
Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) telah menghapus
daftar barang yang dibatasi impornya dari daftar barang lartas atas komoditas yang
pengawasannya dilakukan pergeseran dari border ke post border.



C.

Informasi mengenai daftar barang yang pengawasan tata niaga impornya dilakukan di
post border maupun daftar barang lartas yang pengawasannya masih dilakukan di
border dapat diperoleh pada Portal INSW melalui halaman website
hitp://eservice.insw.qo.id/.

Dengan dimulainya kebijakan pengawasan tata niaga impor post border, maka DJBC
tidak lagi melakukan pengawasan pemenuhan persyaratan/perijinan impor atas
barang yang pengawasan tata niaga impornya dilakukan di post border.

Batas (cut off) pemberlakuan pengawasan tata niaga impor post border sesuai Surat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-73/M.EKON/02/2018 tanggal 05
Februari 2018 yaitu menggunakan tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB), sehingga berlaku ketentuan sebagai berikut.

1) Terhadap pemberitahuan pabean impor yang diajukan sejak tanggal 1 Februari
2018, dalam hal barang yang diimpor termasuk dalam daftar barang yang
pengawasan tata niaga impornya dilakukan di post border, maka berlaku
ketentuan tata niaga impor post border.

2) Terhadap pemberitahuan pabean impor dengan tanggal pendaftaran sebelum
tanggal 1 Februari 2018, dalam hal barang yang diimpor termasuk dalam daftar
barang yang pengawasan tata niaga impornya dilakukan di post border, berlaku
ketentuan sebagai berikut:

- pemberitahuan pabean impor yang mendapatkan SPPB mulai tanggal 1
Februari 2018 berlaku ketentuan tata niaga impor post border.

- dalam hal sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 belum diterbitkan SPPB,
maka penyelesaiannya berlaku ketentuan tata niaga impor post border.

- dalam hal telah diterbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan
(SPBL) namun sampai dengan tanggal 1 Februari 2018 belum dipenuhi
persyaratan/perijinan impornya, maka penyelesaiannya berlaku ketentuan tata
niaga impor post border dan terhadap barang impor tersebut dapat diberikan
persetujuan pengeluaran barang dengan mencantumkan Surat Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-73/M.EKON/02/2018 tanggal 05
Februari 2018 pada Sistem Komputer Pelayanan (SKP) setelah memenuhi
kewajiban pabean.

3) Terhadap barang impor yang statusnya telah ditetapkan sebagai barang yang
tidak dikuasi (BTD) dan termasuk dalam daftar barang yang pengawasan tata
niaga impornya dilakukan di post border, dalam rangka penyelesaian barang
impor tersebut, terhadap pemenuhan persyaratan/perijinan impornya berlaku
ketentuan tata niaga impor post border.

Dalam hal barang impor merupakan komoditas yang diatur kuotanya dan
pengawasan tata niaga impornya dilakukan di post border, maka mulai tanggal 1
Februari 2018 pengawasan terhadap pemenuhan kuota dilakukan oleh masing-
masing Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Atas impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pejabat Bea dan Cukai tidak
perlu melakukan pemotongan kuota.

Kebijakan tata niaga impor post border selain berlaku terhadap barang impor yang

dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan

TPS untuk dipakai dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor BC 2.0, juga

berlaku terhadap:

1) impor barang kiriman;

2) impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut;

3) impor barang yang dibawa pelintas batas;

4) impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB); dan

5) pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari kawasan bebas atau pelabuhan
bebas ke tempat lain dalam daerah pabean,

yang diimpor dengan tujuan untuk dipakai.



5. Terhadap barang impor yang diselesaikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam angka 4 huruf e butir 2) dan butir 3) agar disampaikan kepada Direktur Teknis
Kepabeanan menggunakan contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan softcopy laporan dikirim ke alamat email imporiv@gmail.com.

6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini diminta kepada Saudara
untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas serta
menginformasikan kebijakan pengawasan tata niaga impor post border kepada seluruh
pejabat/pegawai dan para pengguna jasa di lingkungan unit kerja Saudara.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.
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